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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu sarana yang baik dan efektif bagi manusia

untuk mencari kemaslahatan pribadi, keluarga maupun umum. Jual beli di

samping sebagai suatu ikhtiar juga merupakan sarana yang paling efektif untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, harus diperhatikan mana saja praktik

yang baik (halal) dan yang tidak baik (diharamkan). Tidak dibenarkan melakukan

praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, sebab merupakan perbuatan batil

dan diharamkan melakukannya. Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa ayat 29:

   ا             
   …

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan cara suka sama-suka di antara kamu…1

Dari ayat tersebut dijelaskan, kegiatan jual beli harus dilandasi dengan

kejujuran, persaudaraan, dan sangat mencela segala macam bentuk transaksi yang

mengandung kebatilan, karena merupakan sifat tamak. Intinya dalam transaksi

jual beli itu harus dipahami bahwa yang dikerjakan itu ada batas dan aturannya,

sebab Islam menghendaki pemeluknya dalam berjual beli dengan cara yang baik,

sehingga memperoleh hasil yang mabrur (baik dan halal). Nabi saw. bersabda:

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-
Qur’an, 1996), h. 122.
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بِ سْ كَ الْ يُّ اَ لَ ئِ سُ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ بيَِّ النَّ نَّ اَ هُ نْ عَ االلهُ يَ ضِ رَ عٍ افِ رَ نِ بْ ةَ اعَ فَ رِ نْ عَ 
2)رواه البيهقى(.رٍ وْ رُ ب ـْمَ عٍ بْ ي ـَلُّ كُ وَ هِ دِ يَ بِ لِ جُ الرَّ لُ مَ عَ :الَ قَ ؟بُ يَ طْ أَ 

“Dari Rifa’ah bin Rafi’i, bahwasanya Nabi saw. pernah ditanya: pekerjaan

apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah pekerjaan seseorang

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dilakukan dengan baik

(diterima). (HR. Baihaqi). 3

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa

dalam melakukan semua kegiatan bisnis termasuk dengan cara bertransaksi jual

beli padi haruslah sangat mementingkan kejujuran, dan sangat mencela segala

bentuk manipulasi dan kebohongan, demi meraih keuntungan yang sebesar-

besarnya. Untuk itu, kegiatan jual beli itu harus dilandasi dengan kejujuran,

persaudaraan, dan sangat mencela segala macam bentuk manipulasi, kebohongan,

dan meraih untung tidak wajar, karena merupakan pencarian yang tidak halal.

Intinya dalam jual beli itu harus dipahami ada batas dan aturannya. Hal ini

karena Islam menghendaki apa yang dilakukan pemeluknya dalam berjual beli

dilakukan dengan cara yang baik, sehingga memperoleh hasil yang baik dan halal.

Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk berlaku jujur dan diharamkan segala

macam bentuk manipulasi atau tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Mencapai transaksi jual beli yang halal tersebut, salah satu hal yang

penting diperhatikan adalah diketahuinya tentang rukun dan syarat jual beli oleh

pihak penjual dan pembeli, terutama menyangkut barang yang diperjualbelikan

2Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, Sunanul Kubra, (Beirut: Darul
Fikri, t.th), Juz 5, h. 263.

3Achmad Sunarto, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 371.
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dan takarannya. Dalam hal ini perlu ditegakkan bagaimana timbangan yang benar

agar tidak ada yang dirugikan, hal ini sebagaimana surah al-Isra ayat 35:

                     .

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya.4

Mengenai barang dan harga, keduanya disyaratkan: (a) suci barangnya, (b)

ada manfaat, yaitu dibutuhkan oleh manusia, dan yang tidak bermanfaat dilarang

dijualbelikan dan tidak sah karena menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah.

(c) bendanya dalam keadaan nyata dan dapat dikuasai, yaitu harus benar-benar

dapat diserahterimakan. (d) milik sendiri, yaitu hak milik penjual atau yang

dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dipelihara. (e) diketahui oleh penjual

dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran, dan sifat

barang bersangkutan, sehingga tidak akan kecoh-mengecoh.5 Sebab dalam

ketentuan masalah takaran ini perlu diperhatikan pula ketentuan UU. No. 2 Tahun

1981 Tentang Metrologi Legal, sebagaimana ketentuan pada pasal 26 berikut:

“Dilarang menawarkan untuk dibeli menjual, menawarkan untuk disewa,
menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan untuk
diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga.
a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda

tera batal;
b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau percaya yang tidak bertanda tera

sah, yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengasuhan yang
berlaku kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-
undang ini.

4Departemen Agama RI, op. cit, h. 322.

5Chairuman Pasaribu dan Sukharawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1994), h. 35.
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c. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang tanda
jaminannya rusak”. 6

Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan UU. No. 2 Tahun 1981 Tentang

Metrologi Legal tersebut, sudah semestinya dalam setiap kegiatan jual beli yang

menggunakan takaran harus sesuai dengan standar yang berlaku, tidak boleh

dimanipulasi bentuknya atau sengaja dibuat sendiri yang menyalahi ketentuan

banyaknya isinya. Hal ini penting agar terjadi persamaan bentuk takaran dan

isinya bagi semua yang bertransaksi, sehingga tidak ada yang dirugikan hak-

haknya.

Dari hasil observasi awal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan

terhadap praktik transaksi jual beli padi, sering kali terjadi transaksi yang

merugikan salah satu pihak, karena penggunaan alat takaran yang berbeda dengan

standar yang digunakan di masyarakat. Maksudnya, dalam transaksi jual beli yang

digunakan, ialah dengan menggunakan alat takaran milik sendiri dari pihak

pembeli bersangkutan, yang sengaja dibuat, dan bukan milik dari penjualnya atau

takaran yang digunakan secara umum di masyarakat. Caranya ialah takaran

(gantang) tersebut sengaja minta buatkah yang lebih besar sedikit dari takaran

yang biasa kepada pihak pembuatnya, atau kalaupun tetap dengan takaran yang

sesuai standar dijual di masyarakat tetapi telah dimodifikasi, yaitu untuk takaran

membeli biasanya dasar belek ditumbuk ke bawah agar lebih banyak isinya.

Biasanya pihak pembeli memang sengaja membawa dan menggunakan

takaran miliknya sendiri dan semakin banyak padi yang dibeli maka semakin

banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh pihak pembeli tersebut. Misalnya,

6Lihat: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pasal 26.
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kalau membeli 100 belek padi, maka jelas akan terjadi selisih antara takaran

penjual dan pembeli. Kalau takaran penjual jumlahnya 100 belek, maka takaran

milik pembeli jumlahnya hanya 96 belek saja, akibatnya terjadi selisih 4 belek.

Namun kalau memperhatikan akibat dari kejadian tersebut, ternyata jelas

pihak penjual padi merasa dirugikan. Kenyataannya mereka yang dirugikan ini

terdapat beberapa variasi yaitu: Pertama, pembeli memang mengetahui bahwa

takaran yang digunakan oleh penjual tidak standar, yakni jika sebelumnya takaran

padi tersebut jumlahnya 100 belek, namun menyusut menjadi hanya 96 belek saja,

sehingga penjual merasa dirugikan sebanyak 4 belek. Pada kasus ini meskipun

merasa dirugikan namun tetap terpaksa menjualnya karena satu-satunya tempat

pembelian padi yang terdekat. Kedua, pihak penjual telah mengetahui takaran

yang digunakan tidak standar, namun tidak merasa dirugikan dengan alasan harga

yang ditawarkan lebih mahal dibanding di tempat lain. Ketiga, penjual tidak

mengetahui sama sekali bahwa takaran yang digunakan pembeli untuk transaksi

jual beli tersebut tidak standar, sehingga merasa tetipu.

Memperhatikan permasalahan tersebut, jelas terjadi permasalahan karena

penggunaan takaran atau belek tidak sesuai standar, yaitu dengan menggunakan

alat “takaran milik sendiri” milik pembeli bersangkutan, yang sengaja dibuat, dan

bukan milik dari penjualnya atau takaran yang digunakan secara umum di

masyarakat.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih

mendalam mengenai transaksi jual beli padi dengan menggunakan “takaran

sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan, baik gambaran praktiknya, alasannya

maupun akibatnya. Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya penulis tuangkan
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dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Praktik Jual

beli Padi dengan ”Takaran Sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah permasalahan

penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di

Kecamatan Banjarmasin Selatan?

2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli padi dengan

“takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli padi dengan

“takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan

“takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan

penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri” di

Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli padi

dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli padi dengan

“takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
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4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan

“takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian terapan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES),

yaitu mengenai permasalahan dilapangan terhadap praktik jual beli padi

dengan “takaran sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan, sehingga

mengetahui bagaimana praktik sebenarnya yang terjadi di lapangan.

2. Bahan infromasi ilmiah dan kajiaan terapan dalam ilmu kesyariahan,

khususnya dalam bidang muamalat yang salah satunya adalah dalam

permasalahan jual beli dengan yang terjadi di wilayah Kecamatan

Banjarmasin Selatan, sehingga mengetahui tentang status hukumnya

dalam Islam.

3. Bahan informasi bagi peneliti yang berkeinginan meneliti masalah ini

dari aspek yang berbeda.

4. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan

keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian

ini, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi, ialah sebuah kegiatan transaksi jual beli yang

dilakukan pembeli padi dengan penjualnya yang ada di wilayah
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Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam memasarkan padi sebagai hasil

dari produk pertanian.

2. Dengan “takaran sendiri” ialah dengan menggunakan alat takaran milik

sendiri dari pihak pembeli bersangkutan, yang sengaja dibuat, dan bukan

milik dari penjualnya atau takaran yang digunakan secara umum di

masyarakat.

Maksud penelitian ini adalah mengangkat masalah terjadinya kegiatan

transaksi jual beli padi yang dalam dalam transaksinya menggunakan alat "takaran

milik sendiri dari pihak pembeli bersangkutan, yang sengaja dibuat, dan bukan

milik dari penjualnya atau takaran yang digunakan secara umum di masyarakat

yang permasalahannya terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis lakukan penelusuran di perpustakaan terhadap skripsi-

skripsi sebelumnya tentang praktik jual beli padi dengan “takaran sendiri”

ternyata belum pernah ada yang mengangkatnya, jadi masih baru. Namun kalau

kaitannya dengan transaksi jual beli barang memang ada mengangkatnya, tetapi

isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya

skripsi-skripsi jurusan Muamalat Fakultas Syariah yang berjudul:

Pertama: Praktik Gantang Garunum pada Jual Beli Gabah di Kecamatan

Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, oleh Norlaila, NIM. 0401146311.

Penelitian ini terkait terjadinya penggunaan alat takar yang biasa digunakan

masyarakat setempat dalam menakar gabah. Alat takar tersebut biasa digunakan

oleh warga dalam kegiatan yang dilakukan dalam setiap transaksi gabah,
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walaupun bentuk takaran dan banyak isinya berbeda dengan masyarakat di

Kecamatan lainnya.

Kedua: Praktik Tukar Menukar Emas dengan Kualitas dan Timbangan

Berbeda di Pasar Antasari", oleh Naura. Skripsi tersebut mengangkat masalah

jual beli emas di wilayah Pasar Antasari yang ternyata dalam praktik penjualannya

terjadi perbedaan jumlah timbangan antara satu dengan lainnya. Selain itu dari

segi kualitasnya juga berbeda karena ada pihak penjual lain yang tidak mau

membelinya karena kualitasnya berbeda. Dapat dikatakan bahwa transaksi jual

beli yang dilakukan sarat manipulasi atau kecurangan.

Kesemuanya membahas jual beli secara umum dan terjadinya pelanggaran

dalam kegiatannya dan tidak menyinggung permasalahan tentang transaksi yang

menggunakan “takaran sendiri”. Selain itu, semua skripsi tersebut baik dari segi

judulnya, dan isinya masalahnya pada ketentuan jual beli yang harus ditegakkan,

dan cara untuk menghindari perbuatan zalim dalam berjual-beli, sehingga fokus

kepada cara jual-beli yang baik dan benar menurut Islam. Nampak sekali bahwa

skripsi yang penulis angkat jelas sekali berbeda dengan skripsi-skripsi lain.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri lima bab, dengan sistematikanya sebagai

berikut: 7

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah

diangkatnya penelitian ini terkait adanya praktik jual beli padi dengan “takaran

7Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin, Keputusan Rektor IAIN Antasari No. 72
Tahun 2007 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S.1) IAIN Antasari
Banjarmasin, h. 3.
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sendiri” di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dalam praktiknya pihak pembeli

tersebut menggunakan takaran miliknya sendiri yang sengaja dibuat, dan bukan

milik dari penjualnya atau takaran yang digunakan secara umum di masyarakat

demi keuntungan pembeli bersangkutan, sehingga banyak penjual yang

kecewa/dirugikan, karena merasa dibohongi. Praktik bisa dikatakan bertentangan

dengan hukum Islam. Kemudian dirumuskanlah permasalahan yang diteliti, dan

ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi dilakukannya

penelitian ini, definisi operasional, kajian pustaka, dan disusunlah sistematika

penulisan.

Bab II landasan teoritis yang merupakan pedoman untuk menganalisis

hasil penelitian, yang berisikan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, terdiri

dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli,

beberapa bentuk Jual beli yang di larang, dan penggunaan takaran dalam jual beli

dalam hukum Islam.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis dan pendekatan

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: pertama,

laporan hasil penelitian hasil lapangan yang telah dilakukan tentang dengan

menggunakan alat takaran milik sendiri dari pihak pembeli bersangkutan, yang

sengaja dibuat, dan bukan milik dari penjualnya atau takaran yang digunakan

secara umum di masyarakat, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi

dalam bentuk matrik. Kedua, analisis terhadap hasil penelitian berupa tinjauan

Hukum Islam terhadap dengan menggunakan alat “takaran sendiri” dari pihak
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pembeli bersangkutan, yang sengaja dibuat, dan bukan milik dari penjualnya atau

takaran yang digunakan secara umum di masyarakat.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan

terhadap hasil penelitian dan analisis, dan saran berkaitan penelitian ini.


